
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 30 TAHUN 2006 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan tingkat inflasi, telah berakibat 

terjadinya kenaikan harga-harga termasuk harga sewa rumah 

di Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 183 Tahun 2005 tentang Besarnya 

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu 

disesuaikan; 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu menetapkan 

kembali besarnya tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyumas dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Oalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ; 



Menetapkan 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan 

Daerah (Lombaran Negara Tehun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lombaran Nogara Nornor 4437), sebagairnana 

telah dlubah dengan Peraturon Pernorlntah Pongganti Undang­

undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lernbaran Negara Tahun 2005 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan APBD; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 



Menetapkan 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

, Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang­

undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor .4438) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

APBD, Pelaksanaan Tata .Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan APBD; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 



Pa1al 1 

Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi den wewenang Dawan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyumas kepada Plmplnan den Anggota dlberlkan tunjangan 

Perumahan. 

Pasal2 

Besamya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

sebagaiberikut: 

a. Ketua sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; 

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratu~ ribu rupiah) setiap bulan; 

c. Anggota sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu 

rupiah) setiap bulan. 

Pasal3 

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung 

muiai tanggal 1 Agustus 2006. 

Pasal4 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. 

Pasal5 

Denaan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 

183
... Tahun 2005 tentang Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal 1 AUG Z006 

BUPATI BANYUMAS 

A-·-
ARIS SETIONO 


